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Yth. Terlampir 
di- 
 Tempat 
 
Dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 H (2026 M), diperlukan langkah mitigasi 
penyakit hewan menular / zoonosis dan peningkatan kesejahteraan hewan pada 
penyelenggaraan HBKN Idul Adha 1447 H, kami menghimbau kepada Saudara untuk : 

1. Memperkuat pengawasan lalu lintas hewan kurban sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan 
Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di 
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengawasan pemotongan 
hewan kurban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 114 tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. 

2. Mengoptimalkan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dimulai sejak 
pemberangkatan ternak dari daerah asal (terutama daerah endemis Anthraks), 
pengangkutan, penampungan hewan, penyembelihan, hingga distribusi daging kurban 
kepada yang berhak ( kaum Mustahiq). Dalam pelaksanaan pengawasan dapat 
berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Hewan dan/atau asosiasi profesi, penyuluh 
pertanian, kader kesehatan hewan, dan takmir masjid/panitia kurban di wilayah masing-
masing. 

3. Mengoptimalkan pemanfaatan Rumah Potong Hewan – Ruminansia (RPH-R) untuk 
pemotongan hewan kurban pada hari Raya Idul Adha dan hari tasyrik. Dalam hal 
pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan di luar RPH-R, maka fasilitas pemotongan 
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hewan kurban harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 114 tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan kurban. 

4. Menerapkan prinsip higiene dan sanitasi lingkungan serta praktik biosafety dan 
biosacurity. 

5. Melakukan kegiatan pengemasan daging dengan menggunakan media/wadah yang 
dipakai berulang (besek/daun jati/daun pisang) ramah lingkungan atau tidak 
menggunakan plastik hitam. 

6. Melakukan penanganan limbah yang tepat, tidak membuang limbah/sampah di 
fasilitas publik (sungai/aliran air) dan melaksanakan kegiatan pemebrsihan 
lingkungan dengan menggunakan air mengalir. 

7. Memperhatikan kembali ketentuan Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan, 
Prosedur Pemotongan Bersyarat di RPH-R serta Kewaspadaan dan Pengendalian 
Penyakit Hewan Menular menjelang Hari Raya dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan 
Kuku, Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease/ LSD), Peste des Petits Ruminants 
(PPR) sebagaimana diatur dalam : 
a. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 

1971/SE/PK.430/F/02/2023 tentang Prosedur Pemotongan Bersyarat di Rumah 
Potong Hewan Ruminansia pada Hewan Tertular Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin 
Disease/LSD) 

b. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 
5412/SE/PK.430?F/05/2023 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan 
dalam Pencegahan Penyebaran Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease/LSD) 
dan Kewaspadaan Terhadap Penyakit Peste des Petits Ruminants (PPR) 

c. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 
10636/SE/PK.320/F/10/2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian 
Penyakit Hewan Menular Strategis di Indonesia 

8. Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (i SIKHNAS) 
untuk pengelolaan data dalam rangka monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan :  
a. Laporan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan hewan kurban melalui 

aplikasi iSIKHNAS (https://ampm.isikhnas.pertanian.go.id)  
b. Laporan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortem) dan karkas 

serta organ setelah hewan dipotong (postmortem) di RPH-R atau tempat 
pemotongan hewan kurban di luar RPH-R melalui aplikasi iSIKHNAS 
(https://ampm.isikhnas.pertanian.go.id) untuk periode laporan 25 Mei s.d 30 Juni 
2026 

c. Laporan jumlah pemotongan hewan kurban secara real time melalui aplikasi 
iSIKHNAS (https://ampm.isikhnas.pertanian.go.id) atau iSIKHNAS mobile untuk 
periode laporan 27 Mei s.d 10 Juni 2026 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



d. Pengawasan pemotongan Sapi Kurban Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden 
Republik Indonesia dilaporkan melalui : 
1) Formulir lokasi pemotongan (https://bit.ly/Banmas2026_lokasi) dan 
2) Formulir laporan hasil pemeriksaan AMPM (https://bit.ly/Banmas2026_AMPM) 

untuk periode 1 Mei s.d 13 Juni 2026. 
 
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
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Kepada Yth : 

 

1. Panewu se Kab Bantul 

2. Lurah se Kab Bantul 

3. Koordinator Pusat Kesehatan Hewan se Kab Bantul 

4. Takmir Masjid / Panitia Qurban se-Kabupaten Bantul c.q Kabag Kesra 
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